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manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."”

(0.S. Al-Ahzab: 72)
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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS PIHAK YANG
TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN TERTUTUP BERDASARKAN
PUTUSAN ANONIMISASI UMUM YANG TERPUBLIKASI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS IB)

JULIAN FREDY

Perlindungan hukum terhadap identitas pihak yang terlibat dalam
persidangan tertutup menjadi isu penting dalam sistem peradilan modern,
mengingat perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran
informasi yang cepat. Anonimisasi merupakan proses penghilangan atau
pengaburan identitas para pihak dalam putusan yang dapat mengungkapkan
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identitas secara jelas, seperti nama, alamat, atau data pribadi lainnya. Permasalahan
yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum
mengenai identitas para pihak yang terlibat dalam saksi tindak pidana dipersidangan
secara tertutup untuk umum (2) Apakah ada perlindungan hukum bagi korban yang
identitasnya terpublikasi dalam putusan anonimisasi tersebut Selain itu, penelitian
ini juga membahas hubungan antara hak atas privasi dengan prinsip keterbukaan
persidangan yang merupakan asas dasar dalam sistem hukum Indonesia. Metode
penelitian hukum normatif/empiris yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan dan
mengutamakan pada peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian
lapangan melalui wawancara. Sumber data bahan hukum primer, hukum sekunder
dan tesier. Hasil penelitian adalah untuk mengkaji dasar hukum, prosedur, serta
dampak dari penerapan anonimisasi dalam keputusan pengadilan. Selain itu,
penelitian ini juga membahas hubungan antara hak atas privasi dengan prinsip
keterbukaan persidangan yang merupakan asas dasar dalam sistem hukum
Indonesia. Hambatan yang ditemukan kuranganya dalam pengawasan yang
memadai terhadap media atau pihak yang tidak berwenang dan Kurangnya sanksi
terhadap kebocoran informasi ini bisa merugikan pihak yang harus dilindungi
identitasnya. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan perlu adanya regulasi yang
jelas dan mekanisme pengawasan yang tepat agar anonimisasi dapat diterapkan
dengan bijak dan sesuai dengan kepentingan hukum yang lebih luas.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Identitas Pihak, dan Anonimisasi

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF THE IDENTITY OF PARTIES INVOLVED IN
CLOSED TRIALS BASED ON ANONYMIZATION PUBLISED
(CASE STUDY IN BATURAJA DISTRICT COURT CLASS IB)

JULIAN FREDY

Legal protection of the identities of parties involved in closed trials is an important
issue in the modern justice system, considering the development of information
technology that allows for the rapid dissemination of information. Anonymization is
the process of removing or obscuring the identities of parties in a decision that can
clearly reveal identities, such as names, addresses, or other personal data. The
problems studied in this study are: (1) How is the legal protection regarding the
identities of parties involved in criminal witnesses in closed trials for the public? (2)
Is there legal protection for victims whose identities are published in the
anonymization decision? In addition, this study also discusses the relationship
between the right to privacy and the principle of openness of trials which is a basic
principle in the Indonesian legal system. The normative/empirical legal research
method is that researchers go directly to the field and prioritize laws and regulations
and conduct field research through interviews. Data sources are primary legal
materials, secondary and tertiary laws. The results of the study are to examine the
legal basis, procedures, and impacts of the application of anonymization in court
decisions. In addition, this study also discusses the relationship between the right to
privacy and the principle of openness of trials which is a basic principle in the
Indonesian legal system. The obstacles found are the lack of adequate supervision
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of the media or unauthorized parties and the lack of sanctions for leaks of this
information can harm parties whose identities must be protected. Based on this
study, it is recommended that there are clear regulations and appropriate monitoring
mechanisms so that anonymization can be applied wisely and in accordance with
broader legal interests.

Keywords: Legal Protection, Identity of Parties, and Anonymization
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perlindungan untuk setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh suatu negara itu sendiri. Begitu juga dengan negara Indonesia yang
wajib untuk melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada. Karena
hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Salah satu contoh dalam kasus perkara pidana yang terjadi didalam negara
kita khususnya di Provinsi Sumatera Selatan di daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu (OKU) yaitu “Ada seorang laki-laki dewasa yang bekerja sebagai tukang Ojek
telah tega melakukan pelempiasan nafsu bejatnya kepada anak perempuan remaja
yvang berstatus Siswi SMP, diperkosa disemak-semak, tempat kejadian di Desa
Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur. Akibat dari perbuatannya, laki-laki
dewasa ini ternyata seorang ayah yang mempunyai 2 (dua) anak, akhirnya telah
ditangkap dirumahnya dan mendapatkan ganjaran hukuman dari perbuatannya,
sehingga mendekam dijeruji besi Polres Kab. OKU.”* Dari contoh kasus perkara
pidana tersebut, setiap anak yang masih dibawah umur berhak dan wajib
mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak agar terpenuhi hak-haknya dapat merasa terjamin dari hal-hal
yang bisa merugikan dirinya dan masa depannya dirinya, maka dari salah satu
contoh kasus yang terdapat di wilayah baturaja ini penulis mengangkat judul
tersebut bagaimana perlindungan anak apabila identitas anak tersebut apabila
terpublikasi dalam putusan yang diunggah di Direktori Putusan.

Bahwa demi menjaga dan meningkatkan terhadap perlindungan anak
dibawah umur, negara harus berkewajiban secara moral dituntut untuk melindungi
hak-hak anak, maka oleh karena itu negara Republik Indonesia telah mengatur
ketentuan dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Bahwa setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”, dan diatur juga berdasarkan Undang-Undang Nomor

L Eko, “Biadab tukang ojek jemput siswa SMP lalu perkosa di semak semak”, Merdeka.com
(2019), https://www.merdeka.com/peristiwa/biadab-tukang-ojek-jemput-siswi-smp-lalu-perkosadi-
semak-semak.html, diakses Pada tanggal 10 Oktober jam 10.00 Wib.



: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D berbunyi : “Setiap
orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dalam hukum acara Peradilan Pidana, sebagaimana dalam Pasal 153 Ayat

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu : “Untuk
keperluan pemeriksaan Hakim Ketua, Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk
umum, kecuali untuk perkara kesusilaan atau anak.”

Bahwa terhadap korban anak dibawah umur atas statusnya juga dilindungi
oleh Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA) diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) menyatakan : “Bahwa
identitas Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam publikasi
pemberitaan di media cetak ataupun elektronik™ dan “Identitas.

Dalam kemajuan perkembangan teknologi informasi, akses terhadap
undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan menjadi lebih mudah dan cepat
untuk disebarluaskan. Dalam pasal 1 ayat 3 UU KIP yang dimaksud dengan badan
publik adalah “lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat
lembaga peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, dan peradilan tata usaha negara. pengadilan, serta Mahkamah Konstitusi.
“Sesuai dengan ketentuan ini, sebagai kelanjutan dari undang-undang tentang KIP
Untuk meningkatkan pelayanan publik terkait keterbukaan informasi, Mahkamah
Agung menerbitkan “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
1144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan”
(selanjutnya: Nomor KMA 1-144). /KMA/I/2011).%? Publikasi putusan melalui
Direktorat Pengambilan Keputusan merupakan salah satu aspek keterbukaan
informasi publik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari
implementasi UU KIP dan merupakan hak masyarakat untuk mengakses informasi
publik yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 UndangUndang
Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan
: “Bahwa setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapatkan
perlakuan yang sama di hadapan hukum” >

2 Indonesia, Mahkamah Agung, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Di Pengadilan”’, SK MA No 1-144/KMA/SK/1/2011. 3 Dimas Prasidi, “Akses
Publik terhadap Informasi di Pengadilan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3 (2010), hlm. 164.



Putusan anonimisasi dilakukan untuk melindungi identitas pihak yang

terlibat dipersidangan. Jika putusan tidak dianonimisasi, dapat terjadi trauma dan

malu tersebarnya data pribadi seseorang. Anonimisasi ini sudah menjadi hak asasi
bagi para korban yang mendapat jaminan bahwa identitasnya dilindungi dengan
cara pengaburan identitas saksi korban dalam perkara tindak pidana tertentu.

Pengaburan dilakukan dengan menyembunyikan informasi yang dimaksud
dengan spidol agar tidak terbaca atau informasinya berubah. Hal ini terlihat dari
penemuan-penemuan acak dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, dimana kita
selalu menemukan kasus-kasus kejahatan terhadap anak atau tindak pidana yang
mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk
melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan yang memalukan.
mengancam akan melakukan perbuatan tercela. melakukan perbuatan yang
melanggar kehormatan akhlak yang baik, dimana selalu disebutkan nama saksi
korban dalam isi putusan pengadilan. Sebagai korban tindak pidana asusila, Anda
berhak atas kerahasiaan identitas Anda karena hal ini dijamin oleh Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban juga
merupakan saksi tindak pidana asusila, sudah sepantasnya pengadilan yang
menangani kasus asusila tersebut tidak menyebutkan secara jelas namanya karena
ada peraturan yang mengatur tentang ketidak jelasan identitas sebenarnya. Bahkan
di Indonesia pun ada beberapa peraturan yang mengatur masalah ini dan
memberikan jaminan keamanan privasi data yaitu pasal 28G UUD 1945, negara
tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan
terhadap individu, keluarga, kehormatan dan perlindungan untuk memperoleh rasa
keadilan, keamanan, ancaman dan gangguan pihak lain.?

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

IDENTITAS PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN

3 Ferdy Arya Nulhakim, “Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan
Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung
Dalam Perkara Yang Diatur Dalam KMA NOMOR 1-144/KMA/SK/ I/2011”, Jurnal Hukum dan
Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 2 (2022), him. 310.



TERTUTUP BERDASARKAN PUTUSAN ANONIMISASI UMUM YANG
TERPUBLIKASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA

KELAS I B)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang

dirumusakan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai identitas para pihak yang
terlibat dalam saksi tindak pidana dipersidangan secara tertutup untuk
umum?

2. Apakah ada perlindungan hukum bagi korban yang identitasnya
terpublikasi dalam putusan anonimisasi tersebut?

C. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian merupakan upaya mencari dan menemukan
jawaban yang benar pada pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.
Penulisan ini berfokus pada upaya anonimisasi atau pengaburan yang dilakukan
oleh Pengadilan serta jaminan hukum bagi pihak yang identitasnya terpublikasi.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

4 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum ”, Jakarta: Sinar Grafika (2020), hlm.18.



Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapatlah tujuan penelitan

sebagai berikut:
1. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum
mengenai identitas para pihak yang terlibat dalam saksi tindak pidana

dipersidangan secara tertutup untuk umum

2. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum
bagi korban yang identitasnya terpublikasi dalam putusan anonimisasi
tersebut

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum
mengenai identitas para pihak yang terlibat dalam saksi tindak pidana
dipersidangan secara tertutup untuk umum

2. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum
bagi korban yang identitasnya terpublikasi dalam putusan anonimisasi
tersebut

E. Kerangka Konseptual
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan

beberapa kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah-istilah terkait :



1. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan
pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat
hukum.®

2. Persidangan tertutup pada dasarnya bertentangan dengan prinsip bahwa semua
persidangan terbuka untuk umum. Dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP
disebutkan, untuk pemeriksaan, ketua pengadilan membuka persidangan dan

menyatakan bahwa persidangan itu bersifat umum, kecuali dalam perkara yang

menyangkut kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak. Dari ayat tersebut kita
dapat memahami bahwa ketika Hakim akan membuka sidang, maka hakim
harus menyatakan “sidang terbuka untuk semua”. umum”, sehingga setiap
orang yang ingin mengikuti proses dapat memasuki ruang sidang dan pintu
serta jendela ruang sidang terbuka. Transparansi proses ini harus selalu
memperhatikan prinsip menjaga ketertiban selama persidangan. Namun, untuk
perkara melibatkan pelanggaran moral atau melibatkan anak-anak,
persidangan diadakan secara tertutup.®

3. Anonimisasi identitas adalah penyembunyian identitas korban dari pihak
manapun pihak yang berperkara. Anonimisasi berdasarkan arti kata Anonymous
tanpa nama, yang namanya tidak diketahui, jika diartikan secara luas berarti

sesuatu yang dirahasiakan, disembunyikan sehingga tidak diketahui nama atau

5 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada
University Press, (2011), him.10.

6 M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Jakarta: Sinar
Grafika (2018), edisi: 2 cetakan: 10, hlm. 110.



jati dirinya. Upaya anonimisasi ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan
fungsi hukum, yaitu perlindungan. Terlebih lagi, hak yang kita perlukan adalah
hak yang berperan tanpa menindas harkat dan martabat manusia, demi

menegakkan keadilan dan kesejahteraan.’

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan
Hasil Penelitian sebelumnya dapat diacuan dalam penelitian ini. Oleh karena

itu pada table di bawah ini disajikan hasil penelitian hasil terdahulu :

No | Nama Peneliti | Judul dan Tahun Hasil Penelitian

" Asep Warlan Yusuf, “Hukum dan Keadilan” Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.
1 (2015), him. 3.



Rahmat Implementasi Anonimisasi sejak tahun 2008
Hidayat Anonimisasi sebagai implementasi UU KIP.
Terhadap Perkara Namun, masih ada beberapa
Tindak Pidana salinan putusan elektronik yang
Persetubuhan tidak dilakukan anonimisasi.
Dengan Anak | Putusan Nomor
(2023) XXX/Pid.SusAnak/2022/PN
merupakan perkara tindak pidana
persetubuhan dengan anak yang
telah dilakukan anonimisasi.
Akan tetapi, identitas saksi dalam
salinan putusan tersebut tidak
dilakukan anonimisasi Maka
untuk mengatasi putusan yang
belum sepenuhnya
dianonimisasi, Satker Pengadilan
Negeri Tarakan bisa
mengirimkan surat ke MA RI
dengan melampirkan informasi
yang harus dilakukan perbaikan
dalam direktori putusan melalui
Satgas SIPP MA RI
Ferdy Arya | Aspek Saat ini belum ada mekanisme
Nulhakim Keterbukaan hukum yang dapat membina
Informasi  Publik| masyarakat yang menentang
Dalam Kaitannya | publikasi identitas pribadinya
Dengan dalam  putusan  pengadilan,
Perlindungan terutama dalam kasus kejahatan
Data Pribadi Yang | terhadap kesusilaan dan
Terpublikasi Pada | perceraian. Namun ada upaya
Direktori Salinan | non-hukum yang bisa dilakukan,
Putusan antara lain dengan melayangkan
Mahkamah surat keberatan atau somasi ke
Agung Dalam | Mahkamah Agung atau
Perkara Yang | pengadilan  yang  mengadili
Diatur Dalam perkara,  serta  mendatangi
Kma Nomor 1- institusi ~ pendidikan  untuk

144/Kma/Sk/
12011 (2022)

meminta koreksi data yang
dipublikasikan. Proses ini Hal ini




dapat dilakukan dengan
menghapus data yang
dipublikasikan dan

mengunggahnya kembali setelah
identitasnya dihapus. Apabila
surat keberatan atau somasi tidak

mendapat tanggapan yang
memadai dari pihak yang
mengambil keputusan, maka

pihak yang merasa tidak puas
berhak mengajukan gugatan ke
Mahkamah Agung atau badan
lain yang berwenang. Terakhir,
penyelesaian terkait publikasi
data pribadi dalam putusan
pengadilan yang tidak didahului
dengan penyembunyian identitas
harus diselesaikan di pengadilan,
dengan mengajukan gugatan
kerugian akibat penyebaran data
pribadi yang dianggap sebagai
pelanggaran hak.

ANISA
CAHYANI

PERLINDUNGA
N HUKUM
TERHADAP
PEMBERITAAN
IDENTITAS
ANAK KORBAN
TINDAK
PIDANA
DALAM MEDIA
MASSA Tahun
(2020)

Pertanggungjawaban Pers

Terhadap Pemberitaan Identitas

Anak Korban Tindak Pidana

melalui media masa telah diatur

di dalam aturan

perundangperundangan  Seperti

UndangUndang Nomor 40 tahun

1999 tentang Pers, Undang-

Undang

Nomor 35 Tahun 2014 perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak,
UndangUndang Nomor 11 Tahun|
2012

tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Dimana sanksi yang
diberikan kepada media massa
berupa sanksi pidana penjara dan
pidana denda . Namun Pada
kenyataannya sampai pada saat
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ini Perbuatan Pers terhadap
publikasi identitas anak korban
tindak pidana melalui media
massa masih terus bergulir dan
juga tidak pernah perbuatan pers
tersebut di pidana.

Berdasarkan tiga judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut di atas,
ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada
penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang
akan diteliti. Pada dua penelitian di atas meneliti mengenai beberapa Salinan
Putusan Elektronik yang tidak dilakukan anonimisasi dan mekanisme hukum yang
dapat membina masyarakat yang menentang publikasi identitas pribadinya dalam
putusan pengadilan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kesusilaan dan
perceraian. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai
Perlindungan Hukum terhadap pihak-pihak didalam suatu tindak pidana putusannya
terpublikasi di dalam kasus anak tersebut. Oleh sebab itu, walaupun karya ilmiah
tersebut di atas juga membahas mengenai pengumuman putusan hakim pada
direktori putusan dan juga sama-sama membahas mengenai keterbukaan informasi,
tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan malasah yang akan penulis

bahas dalam karya ilmiah ini.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Didalam
buku karya Soejono dan Abdurahman yang berjudul Metode Penelitian

Sistim Pemikiran dan Penerapan, penelitian empiris adalah dimana peneliti



11

langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari informan yang

sudah ditentukan sesuai dengan masalah yang peneliti angkat.® yang

mengutamakan pada peraturan perundang-undangan dan melakukan
penelitian lapangan melalui wawancara.
2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung oleh narasumber terkait
atau melalui pengamatan dan wawancara kepada Pengadilan Negeri
Baturaja Kelas I B.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat

mengikat,berupa :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

¢) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

saksi dan korban

8 Soejono dan Abdurahman, “Metode Penelitian Sistim Pemikiran dan Penerapan”,
Jakarta: Remika (1999), him. 22.
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e) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/2011
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur, jurnal ilmiah, makalah,
artikel dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti.
c. Data Tersier adalah data yang menjelaskan lebih dalam terhadap bahan
hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode ini menggunakan
sumbersumber yang telah ada, yang diperoleh dari narasumber langsung dan
sumber kepustakaan seperti literatur, mengkaji dokumen, internet, artikel,

jurnal ilmiah serta makalah dalam penelitian ini.

a. Studi Literatur (Kepustakaan)
Studi Keperpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan diteliti dan buku-buku yang ada diperpustakaan.

b. Penelitian Lapangan (Field Work Research)
Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, maksudnya dengan

menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

4. Analisis Data
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang



13

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan dengan mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh
peneliti dari berbagai sudut pandang, analisis data bersifat induktif, dan
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada menarik

kesimpulan secara umum dari hal-hal yang sifatnya khusus. °

H. Sistematika Penulisan
BABI1 : PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan
penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB I : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas materi Pengertian Perlindungan Hukum, Persidangan
Tertutup, Anonimisasi Identitas, Perlindungan
Hukum Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan.
BAB IIl : PEMBAHASAN
Bab ini berisikan tentang Perlindungan Hukum mengenai
identitas para pihak yang terlibat dalam saksi tindak pidana

dipersidangan secara tertutup untuk umum serta Perlindungan

¥ Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, Makassar: CV. syakir Media Press
(2021), him. 3.
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Hukum bagi korban yang identitasnya terpublikasi dalam
putusan anonimisasi tersebut
BAB IV : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan

hasil penelitian.
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